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RINGKASAN

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zardanja kesehatan
juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama unéllerapa penyakit yang telah
ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misaleygan ditemukan metode
pengobatan baru dengan cara pencangkokan orgarh talau disebut juga
Transplantasi, Transplantasi ini ditujukan untukngganti organ yang rusak atau tak
berfungsi pada penerima. Transplantasi merupakapitpengganti (alternatif) yang
merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dekegagalan organnya, karena
hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan t&@amservatifBerdasarkan latar
belakang tersebut, penulis mengangkat 3 (tiga) aestahan yakrmpertama,tentang
apakah antara pendonor kornea mata dengan BanklMidaesia yang terkandung
dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Perkum@éaryantun Mata Tuna Netra
Indonesia (PPMTI) atau Bank Mata Indonesia merupdkiungan hukunkKedua,
tentang Apakah surat pernyataan yang dibuat olekuRgulan Penyantun Mata
Tuna Netra Indonesia atau Bank Mata Indonesia d#igastlifiksikan sebagai surat
kuasa, darKetiga, Apabila pada saat pendonoran kornea mata dilakalea ahli
waris tidak setuju, apakah perbuatan ahli warisetaut dapat dikategorikan sebagai
wanprestasi.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah Mengk#égintang hubungan
hukum antara pendonor kornea mata dengan Bank Mdtmesia yang terkandung
dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Bank Madanesia, Mengkaji tentang
pelimpahan kuasa antara pendonor dengan Bank Matlbonésia dengan
menggunakan beberapa teori kuasa, teori wasiated@nhibah, Mengkaji perbuatan
ahli waris pendonor yang tidak sepakat ketika pandin kornea mata dilakukan
dengan menggunakan beberapa teori dalam wanprestasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penealitéuridis Normatif,
Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan pagioddangan Statute
Approach yaitu menelaah semua undang-undang dan regudemsj gda sangkut
pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangarman§&dn Pendekatan konseptual
(conceptual approagh yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangadapean
dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukusehingga dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doyaimg berkembang dalam ilmu
hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukurmdarecahkan isu hukum.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah babwiara pendonor
dengan Bank Mata Indonesia terkait dengan tindakediik atas Tranplantasi kornea
mata merupakan hubungan hukum. Surat pernyataalopenmerupakan perjanjian
sepihak dan dalam klausa angka 2 pada surat paamypendonor tentang pemberian
kuasa pada Bank Mata Indonesia tidak dapat dilakiiedika pendonor meninggal
namun surat pernyataan pendonor hendaknya dimasulddam konsep wasiat yang
melihat pada hak kepemilikian organ yang menjatu skesatuan pada tubuh
pendonor yang tetap berlandaskan nilai-nilai kersgaun. pihak keluarga pendonor
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secara sepihak menyatakan tidak sepakat dilakukaingnsplantasi kornea mata
maka pihak keluarga tidak dapat dikatakan wanpsesta

Saran dari pembahasan ini adalah pemerintah, sstyarsegera membuat
peraturan perundang-undangan secara khusus tenpamgndungan atas hak dan
kewajiban pendonor, dan pemerintah untuk segemabumat dan memberlakukan
peraturan perundang-undangan secara khusus dafiksptss setiap kewenangan,
kewajiban dan hak Bank Mata Indonesia. Kemudian goertah untuk membuat
rumusan terbaru untuk menekan soal pembiayaan [leartasi kornea mata
diindonesia dapat dijangkau semua kalangan untsgj&leteraan bersama, dan surat
pernyataan yang dibuat Bank Mata Indonesia seyggyalibuat dengan bentuk
perjanjian.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesejahteramifdre statg sebagaimana
yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Ddsgara Republik
Indonesia 1945alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa, Indoneslmdnegi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daddnesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diimplemdémasdalam berbagai pasal
yang terdapat dalam konstitusi. Perwujudan ketsjaAn masyarakat tidak
hanya ditandai dengan pembangunan ekonomi yandgl, sékan tetapi juga
ditandai dengan berkesinambungannya suatu rangkp@émbangunan yang
menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk salamysatmelalui pembangunan
kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah wsaur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai denggmcitea bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembuk#anNRI 1945. Oleh
karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk menikgk derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip diskriminatif, partisipasi,
perlindungan dan berkelanjutan yang sangat pentninya bagi pembentukan
sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahdsmn daya saing bangsa
serta pembangunan nasional. Ciri khas mendasaranurkgsehatan adalah
bermakna langsung dengan keberadaan ataupun kadetaahadap manusia.
Gangguan kesehatan akan menimbulkan berbagai p@ademanusia, baik
sebagai individual maupun masyarakat, sebagaimeiinasinya termaktub dalam
RUU kesehatan: keadaan sejahtera fisik, mental, porausosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktifasgcsosial dan ekononfis.
Kesehatan merupakan hak semua manusia yang berpandd hukum

internasional dan berlaku pada semua Negara HaxtariBangsa-Bangsa (PBB).

! Selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UURI 1945,
2 Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatanaltiukum Kesehatan, edisi perdana vol
1. No.1 tahun 2008, Him 1.
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Begitu juga yang terdapat dalam pengaturan hukuNedara kita dalam Pasal 34
UUD NRI 1945 jelas mengatur bahwa negara bertargygamab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini ne@@eaterus berbenah untuk
memperbaiki seluk beluk dunia kesehatan demi mehieamanat Undang-
Undang dan menjamin penegakan Hak Asasi ManusghdJgeningkatan derajat
kesehatan di Indonesia mulai mengalami perkembaygag signifikan dengan
semakin berkembangnya teknologi, akan tetapi tetdbpberapa permasalahan
kesehatan dalam perspektif HAM di Indonesia yanghonl, antara lain:
kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam pagratapelayanan kesehatan
antar berbagai daerah dan antar berbagai stratal fk®nomi; cloning dan
teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehptata tubuh manusia;
khususnya Transplantasi organ.

Dunia kesehatan merupakan aspek kehidupan yang njaegu
kesejahteran kehidupan masyarakat, dengan berkgmgan kesadaran
masyarakat akan kebutuhan terhadap perlindungamukaka hukum menjadi
suatu hal sangat penting, sehingga suatu pengoblata proses penyembuhan
dan hal-hal lain yang menyangkut tentang pola mgia@tan kesehatan menjadi
ruang lingkup hukum. Hukum Kesehatan merupakamaatlyang mengatur
seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan ipanaein di bidang
kesehatan. Dilihat dari hakekatnya, hukum kesehatarupakan penerapan dari
perangkat hukum perdata, pidana dan tata usahaandg#&pangan kesehatan.
Hukum kesehatan juga mempunyai tujuan seperti yargppat dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatiéun. Pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaraemakipuan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tersvujerajat kesehatan
masyarakat yang optimalSeiring berkembangnya teknologi dan kemajuan
zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami baksmdajuan terutama untuk

beberapa penyakit yang telah ditemukan metode Hatam pengobatannya.

% Trini Handayani,Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap PerbuatandBgangan Organ
Tubuh ManusiaPenerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, HIm 2.

* Sofwan DahlanHukum KesehatgrBadan Penerbit Universitas Diponegoro, Semar@etgkan
ke IIl, 2003, HIim 1.
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Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan bargadecara pencangkokan
organ tubuh atau disebut juga Transplantasi, Ttangsi ini ditujukan untuk
mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi padarima. Begitu tingginya
pemanfaatan organ tubuh manusia dalam memenuhtutebukesehatan untuk
kelangsungan hidup, serta peraturan hukum kesehathladap pemanfaatan
organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup yaegjadi dasar aturan
tentang transplantasi organ. Transplantasi meruptkapi pengganti (alternatif)
yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasiengan kegagalan
organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibakdingdengan terapi
Konservatif (terapi pengobatan agresif dengan obat-obatan yang
direkomendasikan doktet)Transplantasi merupakan suatu tindakan yang mulia,
dimana seorang donor memberikan sebagian tubuhayaoegan tubuhnya untuk
menolong pasien yang mengalami kegagalan fungsinotgrtentu, sudah diatur
dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, daamdPP No. 18 Tahun
1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayattémés serta Transplantasi
Alat atau Jaringan Tubuh Manusia sebagai perapekaksananyA.

Di Indonesia sendiri Transplantasi yang sering kdikan adalah
Transplantasi kornea mata, bahkan telah terdapatbdga khusus yang
menyediakan kornea mata bagi orang-orang yang nitefmfan kornea mata
yakni Bank Mata. Berdasarkan data empiris yang dindalam harian kompas
tanggal 29 Maret 2015 disebutkan bawasannya Eddant1968-2008 di Bank
Mata Indonesia, terdapat 18.020 orang calon dooanda di Indonesia dengan
calon penerima terdaftar sebanyak 910 orang. Diy#karta, cangkok mata
terbaru dilakukan di RSUP Dr. Sardjito Yogyaka8, dan 29 Juli pada tahun
2010. Setiap tahun, di RSUP Sardjito terdapat @ek® pasien yang menunggu
cangkok mata. Angka kebutaan kornea saat ini miagi, lebih kurang 7 persen

dari total populasi. Transplantasi kornea adalah merupakan suatu pmobedah

® Reggy Lintang, Jurnal Skripsispek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusi
Untuk Kelangsungan Hidydim 1.

® Melinda Veronica Simbolon, Jurnal Skrip§ransplantasi Organ Tubuh Terpidana Matilm 1.

"Kompas.conhttp://health.kompas.com/read/2010/08/05/11593B845ien.Cangkok.Kornea.Masi
h.Terbebanitanggal 28/02/2015 pukul 14.27 WIB.
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di mana kornea mata yang telah mengalami kerusdiganti dengan kornea mata
si pendonor. Donor kornea diambil dari seseorangg yielah terdaftar untuk
menjadi seorang pendoror setelah meninggal duecara sukarela mendonorkan
korneanya. Kornea adalah bagian dari bola mata jyemgh, letaknya berada di
depan iris (selaput pelangi) dan pupil (manik mafahdakan bedah tersebut
dilaksanakan oleh dokter spesialis mata, jadi konme bertindak sebagai alat
penghantar dan membiaskan sinar yang masuk kebatia rpabila kornea itu
menjadi keruh, akan mengakibatkan jalannya sinargyemasuk bola mata
terganggu, sehingga ketajaman penglihatan dapaummendan bahkan dapat
menjadi buta.

Penyebab kebutaan kornea mata adalah infeksieftpakirus, jamur)
nutrisi (kekurangan vit-A), kelainan bawaan, keham, luka dan lain-lain namun
sebagian besar karena radang yang ditandai deng#ta merah, berair,
mengganjal, silau disertai penglihatan terganggumgk& kebutaan total di
Indonesia 1,47% lebih, diantaranya adalah butankakatarak 52%glaukoma
13,4%, kornea 6,4%, angka kebutaan ini dapat mkatrdjkarenakan kurangnya
pelayanan kesehatan mata, faktor pendidikan, mek®rsikap, perilaku, ekonomi
dan kesehatan masyarakat yang kufampngan keluarnya Surat Keputusan
Menteri Kesehatan RI nomor 8 tahun 1967 tertangyydl Juli 1967 yang
menyatakan antara lain : kebutaan di indonesia pa&an bencana nasional.
Selanjutnya surat keputusan tersebut menjelaskgkaakebutaan di Indonesia
meliputi 1 % dari jumlah penduduk dan sebanyak 16a¥ para cacat tunanetra
dapat dipulihkan penglihatannya dengan cara pelko&ag kornea mata.
Umumnya mereka ini menderita kekeruhan dan kerms&kanea. Penglihatan
mereka akan dapat pulih seperti daya penglihatamgonormal, bila operasi yang
dijalani berhasil. Hal ini menimbulkan tergugahrhati para sosiawan, sehingga
pada tanggal 10 Maret 1968 secara resmi para smsiaw menghimpun diri
dalam suatu badan: “Perkumpulan Penyantun Mata riairea Indonesia”

(PPMTI). Perkumpulan ini bersifat sosial, bergedatam bidang kemanusiaan,

8 http://rsmata.com/2009/07/transplantasi-korned,htitakses pada tanggal 27/02/2015, pukul
20.00 WIB.
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mengamalkan sila ke Il Pancasila. Para PengurusTPPilakukan beberapa
upaya untuk sebagai usaha tindakan untuk mengurtamgkat kebutaan di
Indonesia, diantaranya dengan membuat cabang barudadrah-daerah,
melakukan hubungan kerjasama dengan Negara Srdangkk pengadaan donor
kornea mata, kegiatan Transplantasi kornea mata dtaror Srilangka dan
kegiatan sosial lainnya. Namun hubungan kerjasamgehberjalan 1 (satu) tahun
dan menghentikan pengiriman kornea, karena temgatana untuk pengawetan
dalam pengiriman kornea tersefut.

Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesid{PPyang lebih
dikenal sebagai Bank mata Indonesia merupakan suatbaga yang
berkerjasama dengan beberapa rumah sakit diselimdbnesia sebagai
penghimpun kornea mata yang telah didonorkan damu@@&an untuk diberikan
kepada penderita cacat mata yang dapat disebunhdtraa Suatu hal yang
mendorong berdirinya Bank Mata Indonesia (PPMTHalah kemajuan ilmu
pengetahuan kalangan medis ini berupa Transplaftesiindahan) kornea mata
dari seseorang yang telah meninggal, kepada sespos@at mata. Di Indonesia
baru dimengerti dan dikenal oleh kalangan medis para terpelajar pada
pertengahan tahun 1967. Untuk pertama kali usaheapgkokan kornea mata di
Indonesia dipelopori oleh Prof. Dr. Isak Salim dmmgkornea sumbangan dari
Bank Mata Internasional Srilanka. Praktek ini dilk&n pada tahun 1967 dan
peristiwva ini merupakan riwayat dimulainya kegiatGransplantasi kornea di
Indonesia.

Fenomena Tranplantasi organ manusia khususnya plaamssi kornea
mata menimbulkan berbagai permasalahan di bidakgnh terutama di bidang
hukum perdata. Dalam hukum perdata di Indonesiapniena Tranplantasi
kornea merupakan suatu hal yang baru dan masimbdiatur didalam kitab
Undang— Undang Hukum Perdata maupun peraturan gemngrundangan

lainnya. Namun fenomena Transplantasi korena mag yelah dilakukan oleh

° http://www.pejuangdonormata.com/artikel/index.plagi4, diakses pada tanggal 27/02/2015 ,
pukul 20.00 WIB.
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Bank Mata dengan pendonor adanya suatu surat aiesry sepihak yang
berisikan indentitas pendonor dan kehendak siqadyaitu

1. Pertama, kornea mata yang nantinya diambil untuknudian
dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan.

2. Kedua adanya suatu pemberian kuasa kepada Bankimdaiaesia untuk
melaksanakan pengambilan dan pencangkokan kornda Retika
pendonor telah dinyatakan meninggal oleh dokter.

3. Ketiga mewasiatkan kepada ahli waris pendonor umbekelakan dan
membantu bank mata agar prosesicleasi(pengangkatan organ mata)
mata pendonor berjalan dengan lancar. Surat pex@yahi merupakan
suatu wujud hubungan hukum antara pihak pendoetrakga pendonor,

dan Bank Mata Indonesia.

Melalui hubungan hukum berupa pernyataan kalimaekdak pendonor
dalam surat pernyataan ini menimbulkan suatu akihkdum yang tentunya
menjadi sebuah permasalahan, yaitu Apakah sunaygtean pendonor termasuk
kedalam wasiat , dan jenis kuasa yang diberikardg®or kepada bank mata
indonesia masih belum jelas apakah jenis kuasaukhasau kuasa umum,
kemudian  ketika pihak keluarga pendonor ingkarji jatapat dikatakan
wanprestasi. Oleh karena itu, penulis ingin meinkgiiih lanjut melalui analisis
yuridis konseptual dalam sebuah penelitian yangufer. “Hubungan Hukum
Antara Pendonor Dengan Bank Mata Indonesia TerhadapTransplantasi

Kornea Mata”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskanagsaiahan dari skripsi
ini sebagai berikut:
1. Apakah surat pernyataan antara pendonor korneadeatgan Bank Mata

Indonesia telah melahirkan hubungan hukum ?
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2. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh PerkumpRényantun Mata
Tuna Netra Indonesia (PPMTI) atau Bank Mata Ind@nedapat
dikualifikasikan sebagai surat kuasa ?

3. apakah ketika pendonoran kornea mata dilakukanvedriis menyatakan
tidak setuju dilakukan pendonoran, dapat dikatégori sebagai
wanprestasi ?

1.3Tujuan Penelitian
Agar dalam penulisan Proposal skripsi ini dapatedijeh sasaran yang
dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan lgeme Adapun tujuan

penelitian skripsi ini ada dua yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyarasagy yelah
ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum padaltésk Hukum
Universitas Jember;

2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiranrddd&ang ilmu
hukum yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan amagahg masih
berhubungan dengan isi Proposal skripsi ini baikukasimamater
Fakultas hukum Universitas Jember maupun masyargiaata

umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengkaji tentang hubungan hukum antara pendonoreltomata dengan
Bank Mata Indonesia yang terkandung dalam suratypésan yang dibuat
oleh Bank Mata Indonesia.

2. Mengkaji tentang pelimpahan kuasa antara pendoeogah Bank Mata
Indonesia dengan menggunakan beberapa teori ktexsa,wasiat dan
teori hibah.
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3. Mengkaji perbuatan ahli waris pendonor yang tidapakat ketika
pendonoran kornea mata dilakukan dengan mengguriadagrapa teori

dalam wanprestasi.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidagatiderlepas dari
sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitiamemungkinkan peneliti
untuk memecahkan suatu permasalahan secara tea#isngga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasionatotie penelitian pada karya
ilmiah merupakan aspek yang sangat penting daat afigemukakan dalam bab
tersendiri secara rinci dan jefs.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalatiaggenulisan karya
iimiah yang digunakan sebagai cara untuk menemuk@ngembangkan dan
menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yangriserta dapat dijalankan
secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakul&n penelitian merupakan
ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebmmanukum penggunaan
metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapatndigan untuk menggali,
mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yangoldipe sehingga
mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaraahilomtuk menjawab isu
yang dihadapt! Metode yang tepat diharapkan dapat memberikanpaionikiran
secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajitnk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuajadeperkembangan ilmu
pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skiipsidigunakan metode
penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Ndrngaitu penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidabataiatau norma-norma

Yniversitas JembeRedoman Penulisan Karya limiah, Edisi Ketig2etakan Ketiga, Jember
University Press, Jember, 2011, HIm 21.

Ypeter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Him
35.
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dalam hukum positit? Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengeara
mengkaji aturan hukum yang bersifat formil separidang-undang, peraturan-
peraturan serta literatur yang berisi konsep-kontegritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibatas dProposal Skripsi
ini. ™
1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dan relevam#grieu hukum dalam
penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undan@aastute approach
pendekatan konseptuatopceptual approagh Pendekatan perundang-undangan
(Statute Approachyaitu menelaah semua undang-undang dan regldagi §da
sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditatfg Sedangkan
Pendekatan konseptuatoficeptual approagh yaitu Pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yaexkdmbang dalam ilmu
hukum?® sehingga dengan mempelajari pandangan-pandanganddigrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat b@mgun suatu
argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum yaraglalh penulis dan dapat
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukwmsep-konsep hukum
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yéaggsdihadapi®
1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberpaskripsi

mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumbdsesupenelitian. Sumber-
sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadibstisumber penelitian
yang berupa bahan-bahan hukum prinpeinfary sources or authoriti¢sbahan-
bahan hukum sekundesgcondary sources or authoritjeserta bahan-bahan non

hukum?’

23honny Ibrahim,Teori & Metodologi Penelitan Hukum NormatiBayu Media Publishing,
Malang, 2008, HIm 295.

¥peter Mahmud Marzukdp. Cit Him 29.

“Ibid. HIm 93.

Plbid.

®*peter Mahmud Marzul@p. Cit Him 60.

7" Johnny IbrahimOp.Cit HIm181.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri merupakan bahan hukumgyaersifat
autoritatif, yang artinya memiliki suatu otoritaBahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatssmireatau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putuskim. h&8ahan-bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian inaealain:
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nd@@orahun 2014
Tentang Penentuan Kematian Dan Kemanfaatan OrgaarDo
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11i7d 982 Tentang
Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Ser@n$plantasi Alat
Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.
5. Surat pernyataan Perkumpulan Penyantun Mata Tuaarnetonesia
(PPMTI)
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi huiang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentarigim meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukuan komentar-komentar
atas putusan pengadil&hBahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku Kum, jurnal-jurnal hukum,
majalah dan makalah tentang hukum.
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum
Pada saat isu hukum telah ditetapkan maka langkdnjgtnya dalam
sebuah penelitian hukum adalah melakukan penelusumtuk mencari bahan-
bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihad@piam hal ini
pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan peadek@rundang-

undangan dtatute approach yaitu mencari peraturan perundang-undangan

18 peter MahmudQp. Cit HIm 181.
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mengenai atau berkaitan dengan isu hukum yang b&wasndang-undangan
dalam hal ini meliputi baik berupegislationmaupurregulation®®

Sedangkan dalam pendekatan konseptual, yang h@&usmllkan lebih
dulu adalah buku-buku atau literatur tentang hukkarena didalam berbagai
literatur tersebut banyak mengandung konsep-kohs&pm yang berhubungan
dengan isu yang dibah&s.
1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah selururabatukum terkumpul.
Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi normawa hukum yang ada
dengan didasarkan pada konstitusi atau aturanraty@ng lebih tinggi
kedudukannya. Tahapan-tahapan analisis ini yBegama mengidentifikasi
fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yaelgvan dengan
permasalahanKedug mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan
masalahKetiga menganalisis masalah yang ada berdasarkan balkamhyang
telah dikumpulkan. Keempat menyimpulkan pembahasan dalam bentuk
argumentasi, daKelima, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentagj yan
telah dibangun secara konsisten dalam kesimgtlan.

Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulgang dapat
dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif. Metateduktif yang
berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudiajukian premis minor. Dari

kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpuatuconclusio®

Ylbid, HIm 237.
bid, HIm 239.
Abid, HIm 210.
bid, HIm 89.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transplantasi Organ
2.1.1 Definisi Transplantasi Organ

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh nm@msrupakan tindakan
medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengagggan fungsi organ tubuh
yang berat. Ini adalah terapi penggardltgrnative yang merupakan upaya
terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalamoyga karena hasilnya lebih
memuaskan dibandingkan dengan teremnservatif(terapi pengobatan agresif
dengan obat-obatan yang direkomendasikan doktdmansplantasi berasal dari
bahasa Inggrfé to transplant yang berartto move from one place to another,
bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedanghkalam Bahasa Arab
Transplantasi disebut dengaMaglu Al-A'dha, Zira’a Al-A’dhai®® Definisi
yuridis Transplantasi dalam dalam Ketentuan Undandang No 18 Tahun 1981
Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anato®ésta Transplantasi
Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal 1 herubahwa:Transplantasi
adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memikdahalat dan atau
jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh seratau tubuh orang lain
dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat @aa jaringan jaringan
tubuh yang tidak berfungsi
2.1.2 Tujuan Transplantasi Organ

Jika arti Transplantasi adalah pemindahan jarindam tempat satu ke
tempat lain, tentu bukan sekedar memindahkan sajpat maksud dan tujuan.
Indikasi utama dalam melakukan Transplantasi orgdalah tindakan akhir
pengobatan suatu organ, setelah semua tindakanolpsiag lainnya telah
dilakukan tapi mengalami kegagalan. Dari pernyataan dapat diambil

pengertian bahwa tindakan melakukan Transplant@asnasuk usaha tindakan

2 M. Jusuf Hanafiah dan Amri AmifEtika Kedokteran Dan Hukum Kesehat&GC, Jakarta,
1999, HIm 111.

24 A.s Homby,ScThe Advance Learner’s Dictionary of Current Englishm 1075.

% Ahmad Muhammad Kan’amyl-mausu’atu At-thibbiyah Al-fighiyaiHim 713.

12
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manusia untuk mengadakan pengobatan, dapat digastlbkahwa tujuan

pengobatan adalah mencari kesembuhan dari suatyakpenSehingga yang

sebelumnya organ tubuh tidak sempurna menjadi serapyang sebelumnya
tidak berfungsi menjadi berfungsi, atau yang sehela tidak memiliki organ

tubuh menjadi memiliki. Tujuan lain dari Transplsitadalah pemulihan kembali
fungsi satu organ jaringan atau sel yang telahkratau mengalami kelainan.

Tujuan utama dari Transplantasi organ tubuh adaéabifat kemanusiaan,

menghindarkan suatu kematian yang diduga akandiejijaa tidak dilakukan
Transplantasi dan melepaskan derita kesakitan ktainan biologis. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2andPadndang kesehatan No 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa

a. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan keselupat dilakukan
transplantasi organ atau jaringan tubuh, tranfusardh, implan obat
atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan retkoksi.

b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sertansfusi darah
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanytkutujuan

kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil.
2.1.3 Jenis-Jenis Transplantasi Organ
Hingga waktu ini telah dikenal beberapa jenis Tptarstasi baik berupa
sel, jaringan maupun organ tubuh yaitu sebagakieri

1. Autograft yaitu pemindahan dari satu tempat ketempat lalandaubuh
sendiri. Biasanya Transplantasi ini dilakukan pgatangan yang berlebih
atau pada jaringan yang dapat beregenerasi kemBabagai contoh

tindakanskrin graftpada penderita luka bakar, dimana kulit donoaedr
dari kulit paha yang kemudian dipindahkan padadvagulit yang rusak
akibat mengalami luka bakar dan kemudian dioperasi.

2. Isograft yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain yatentik.
Transplantasi model seperti ini juga selalu bethdscuali jika ada
permasalahan dalam teknis operasi. Operasi pedana yang dilakukan
pada tahun 1954 merupakan operasi TransplaBjegraftpertama antara

kembar identik.
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3. Allograft yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain ysaga
spesiesnya. Misalnya pemindahan jantung dari sasgolyang telah
dinyatakan meninggal pada orang lain yang masibphiebanyakan sel
dan organ manusia adalAHografts.

4. Xenograftyaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain yaek sama
spesiesnya. Misalnya seperti pemindahan organ keatiubuh manusia
untuk mengganti organ manusia yang telak rusak atlk berfungsi
lagi.2®

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkamatddipmbil dari donor
yang hidup atau atau dari jenazah orang yang baminggal’’ Organ atau
jaringan yang dapat diambil dari donor hidup ad#alit, ginjal, sumsum tulang
dan darah (transfusi darah). Organ jaringan yamgnblil dari jenazah adalah
jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-pdan sel otak. Dalam 2 (dua)
dasawarsa terakhir ini telah pula dikembangkan ikekiransplantasi seperti
TransplantasiArteria Mamaria Interna Mamariadalam operasi lintas koroner
oleh George E. Green, dan Transplantasi sel-seBsil Nigra dari bayi yang
meninggal kepada pasien penyakit Parkinson. Senpayau dalam bidang
Transplantasi tubuh, jaringan dan sel manusiaeiiut memerlukan peninjauan
dari sudut hukum dan etik kedokter&n.

2.2 Transplantasi Kornea Mata
2.2.1 Definisi Kornea Mata

Kornea (latinCornum= seperti tanduk) adalah selaput bening mataabagi

selaput mata tembus cahaya, merupakan lapis jaripgag menutup bola mata

sebelah depan dan terdiri atas lapis:

6 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amit,oc.cit.

“"Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyaiieih ahli kedoketran yang berwenang
bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyutrjgnéeseorang telah berhenti sebagaimana
ketentuan dalam pasal 1 huruf g Undang-Undang Nbah®in 1981.

*#bid, HIm 112.
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— Anatomy of the cornea.

Comeal stroma (approx. 450 um

Fig. 5.1 See discussion in text.

Gambar Lapisan Kornea Mata
Sumber: http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/cayep@ye/eye.htm)

1. Epitel

a) Tebalnya 550um, terdiri atas 5 lapis sdtpitel tidak bertanduk
yang saling tumpang tindih; satu lapis sel basltésbawah yang
melekat pada membrane basilis, bentuk kubis atadiss) sel
Polygonal(sel-sel yang berhimpitan dan membentuk banyaktsudu
dan sel gepeng (sel yang sangat pipih, Dari sampenighat
melebar di tempat inti).

b) Pada sel basal sering terlihat mitosis sel, damséh ini terdorong
kedepan menjadi lapis sel sayap dan semakin majleplee
menjadi sel gepeng, sel basal berikatan erat desghibasal di
sampingnya darPolygonal didepannya melalui desmosom dan
macula okluden; ikatan ini mehambat pengaliraned@ktrolit, dan
glukosa (cairan gula) yang merupal&arrier(pelindung).

c) Sel basal menghasilkan membrane basal yang meleiatt
kepadanya. Bila terjadi gangguan akan mengakibat&ersi

rekuren.
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d) Epitel berasal darectoderm(bagian terluar dari tiga lapisan massa
sel yang muncul di awal perkembangan embriopernm)kaa
2. Membrane bowman
a) Terletak dibawah membrane bagalitel kornea yang merupakan
kolagen yang tersusun tidak teratur seperti strdaraberasal dari
bagian depastroma.
b) Lapisan ini tidak mempunyai daya regenerasi.
3. Stroma
a) Menyusun 90 % ketebalan kornea
b) Terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagewy wejajar
satu dengan lainnya, pada permukaan terlihat anysmarag teratur
sedang di bagian perifer serat kolagen ini berogbnbentuknya
kembali serat kolagen memakan waktu yang lama Yaagng-
kadang sampai 15 bulaKeratosit merupakan sel stroma kornea
yang merupakafibroblast terletak diantara serat kolagsmoma.
DidugaKeratositmembentuk bahan dasar dan serat kolagen dalam
perkembangan embrio atau sesu@ieduma
4. Membran Descement
a) Merupakan membran aselular dan merupakan batakabela
Stroma kornea dihasilkan sel endotel dan merupakan membra
basalnya.
b) Bersifat sangat elastic dan berkembang terus seumuup,
mempunyai tebal 40m.
5. Endotel
a) Berasal dari mesotelium, berlapis satu, bentuk dgksal, besar
20-40 um. Endotel melekat pada membrane descement melalui
Hemi DesmosomanZonula Okludarf®
Kornea banyak terdiri atas lapisan syaraf seresatama berasal dari saraf

Siliar Longus saraf Nasosiliar saraf ke V sarafSiliar Longus berjalan

# Sidarta llyas dan Sri Rahayu Yuliartimu Penyakit MataBadan Penerbit Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, 2013, HIm 5-6.
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Suprakoroid masuk kedalanStroma kornea, menembu®dembrane Bowman
melepaskan selepaskan selubu®chwannya Seluruh lapisEpitel dipersarafi
sampai pada kedua lapis terdepan tanpa ada akhit Balbus Krauseuntuk
sensasi dingin ditemukan di daerah limbus. Daysenesi saraf sesudah
dipotong di daerah limbus terjadi dalam waktu i bulan. Trauma atau
penyakit yang sehingga yang merugakdotel (memiliki fungsi untuk menjaga
agar cairan pada stroma kornea tetap dalam keadalif) akan mengakibatkan
system pompéEndotel terganggu sehingga dekompensBsidotel dan terjadi
edema korneaEndotel tidak mempunyai daya regenerasi. Kornea merupakan
bagian mata yang tembus cahaya dan menutup dibetbeyean. Pembiasan sinar
terkuat dilakukan oleh kornea, dimana 40 dioptrri d&0 dioptri (satuan
pengukuran kemampuan optikal dari sebuah lensajiwerekung atau cermin
cembung) pembiasan sinar, masuk korf{ea.
2.2.2 Definisi Transplantasi Kornea

Transplantasi kornea ( Dalam Bahasa Inggosneal Transplanj istilah
lain untuk Keratoplasti ( Dalam kamus kesehatargabeuntuk membentuk
kembali kornea mata ), Keratoplasti merupakan smatalam bahasa inggris dari
Corneal Transplantmerupakan suatu prosedur bedah di mana korneptgkain
mengalami kerusakan diganti dengan donor korneanoDdornea tersebut
diambil dari seseorang yang telah menjadi calorodsetelah meninggal dunia,
secara sukarela mendonorkan korneanya. Korneahaflalgian dari bola mata
yang jernih, letaknya berada di depan iris (selgmlangi) dan pupil (manik
mata). Tindakan bedah tersebut dilaksanakan oléted@pesialis mata. Jadi
kornea ini bertindak sebagai alat penghantar dambiaskan sinar yang masuk
bolamata. Apabila kornea itu menjadi keruh, akamgmakibatkan jalannya sinar
yang masuk bola mata terganggu, tajam penglihaagatdnenurun dan bahkan

dapat menjadi buti#.

“Ibid, HIm 6.
#http://rsmata.com/2009/07/transplan]asi-kornea.htmliakses pada tanggal 27/02/2015, pukul
20.00 WIB.
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2.3. Hubungan Hukum
2.3.1 Definisi Hubungan Hukum

Hubungan hukum ialah hubungan antara 2 (dua)lakaln subjek hukum.
Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihakgysatu berhadapan
dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Denganilden hukum sebagai
himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosiahberkan suatu hak
kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau nngngesuatu yang
diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya keweaamgtau hak dan kewajiban
tersebut dijamin oleh hukuff.
2.3.2 Unsur-unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum memiliki 3 (tiga) unsur sebagaikoer

1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajiban sakmgdnapan.

2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan Keavajersebut di

atas.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembanjiten atau
adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

2.4 Hibah
2.4.1 Definisi Hibah

Menurut Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suafangian dengan
mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cumaaian dengan tidak dapat
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guparken si penerima hibah
yang menerima penyerahan fuPenghibahan ini digolongkan pada apa yang
dinamakan perjanjian dengan cuma-cuma dimana perkalengan cuma-cuma
itun ditujukan pada hanya adanya prestasi darigafk saja, sedang pihak yang
lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi ssbiagpalannya. Perjanjian
yang demikian juga dinamakan perjanjian sepihalaga&blawan dari perjanjian

bertimbal balik. Perjanjian ynag banyak tentunyaladl bertimbal balik, karena

%2 SoerosoPengantar llmu HukumSinar Grafika, Jakarta, 2005, HIm 269-270.
* Subekti, Aneka PerjanjianCet X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Ho.
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lazimnya adalah bahwa orang menyanggupi suatu gsies$tarena ia akan
menerima suatu kontra prestasi.

Perkataan diwaktu hidupnya si penghibah adalah kumembedakan
penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilak dalam suatliestament
(surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatam laerlaku sesudah si
pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pentbemasih hidup, dapat
dirubah atau ditarik kembali olehnyaPemberian dalanTestamentitu dalam
B.W dinamakan Legaat (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris,
sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.

Ketika diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sys&W adalah
bersifat obligatoir, dalam arti belum memindahkak milik, karena hak milik
baru berpindah dengan dilakukanryavering atau penyerahan (secara yuridis),
yang cara-caranya sudah kita lihat didalam babatenjual-bel® Dikatakan
bahwa penghibahan disamping jual-beli dan tukartk@nmerupakan salah satu
title bagi pemindahan hak milik. Penghibahan hardagpat mengenai barang-
barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-bayamg baru akan ada di
kemudian hari, maka sekedar menganai itu hibaholgdah batal (Pasal 1667
B.W). berdasarkan ketentuan ketentuan ini makadikdoahkan suatu barang lain
yang baru akan ada kemudian hari, penghibahan ysmpenai barang yang
pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang leethlah tidah sah.

2.5 Wasiat
2.5.1 Definisi Wasiat

Wasiat atauestamenialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa
yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada asasngal pernyataan yang
demikian, adalah keluar dari suatu pihak sagntijdig dan setiap waktu dapat
ditarik kembali oleh yang membuatni/aDengan sendirinya, dapat dimengerti
bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseomizpgaimana diletakkan
dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapakddnakan. Pasal 8B yang

* Ibid, HIm 95.

* Ibid.

* |bid.

$’0emarsalimpasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesiaineka Cipta, Jakarta, 1991 Him 82.
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menerangkan wasiat atdaastamenttidak boleh bertentangan dengan undang-
undang. Suattestamenberisi apa yang dinamakan suagufslling” yang akan
mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Gamg) ditunjuk itu dinamakan
“testamentaire erfgenaam'yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya
dengan seorang ahli waris menurut undang-undamgemperoleh segala hak dan
kewajiban si meninggdbnder algemene titel®®

2.5.2 Syarat Wasiat

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

1. Menurut Pasal 895 KUH Perdata: Pemkeatamenharus mempunyai
budi akalnya, artinya tidak boleh membtegtamenialah orang sakit
ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, gghima tidak dapat
berpikir secara teratur.

2. Menurut Pasal 897 KUH Perdata: Orang yang belumadavdan yang
belum berusia 18 tahun tidak dapat memlestament

Sementara itu syarat-syarat isi wasiat sebagaiuteri

a. Dalam Pasal 888 KUHPerdata: Jiestamentmemuat syarat-syarat yang
tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat déalakan atau
bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang m@emitu harus
dianggap tak tertulis.

b. Dalam Pasal 890 KUH Perdata: Jika di dalwstamentdisebut sebab
yang palsu, dan isi datestamenitu menunjukkan bahwa pewaris tidak
akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsya maka
testamentidaklah sah.

c. Dalam Pasal 893 KUH Perdata: Sutdstamentidalah batal, jika dibuat
karena paksa, tipu atau muslihat.

Selain larangan-larangan tersebut di atas yandfdtetsnum di dalam
hukum waris terdapat banyak sekali larangan-lamangang tidak boleh dimuat
dalam testament.Di antara larangan itu, yang paling penting ialamahgan
membuat suatu ketentuan sehindggitieme portie(bagian mutlak para ahli

waris) menjadi kurang dari semestinya.

*bid, HIm 83.
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2.5.3 Sifat Wasiat

Dari ketentuan Pasal 875 B.W. ternyata, bahwa ymay ditetapkan
didalam suatu wasiat mempunyai dua sifat yaituaPea baru berlaku setelah
pewaris meninggal. Kedua, dapat dicabut kembalag@pg yang membuat
wasiat itu masih hidup. Tidak perlu bahwa apa yditentukan didalam wasiat itu
berlaku segera setelah si pewaris meninggal dubigkup, asal berlakunya
digantungkan dari kematian si pewaris. Jadi dapgt ditentukan bahwa wasiat
itu baru mempunyai efek setahun setelah si pewseisinggal dunid’

Perbuatan hukum yang mengandung 2 (dua) unsusdlaaus dilakukan
dengan wasiat, dengan ancaman batal. Jadi jikk ddakukan dengan wasiat,
maka perbuatan hukum itu adalah batal. KarenauéusDerdenbeding (jan;i
untuk kepentingan pihak ketiga) pada mana stipul&tap memiliki wewenang
untuk mencabut kembali hak yang diberikan kepabalpketiga itu adalah batal,
karena mengandung dua unsur tersebut diatas.Yamgpakan pengecualian
adalah tevensverzekeririg (perjanjian pertanggungan jiwa). Perjanjian
pertanggungan jiwa memberikan suatu hak kepadaydeatentu Begunstigdg
hak yang mana tergantung dari kematian seseorangdajgat dicabut semasa
hidupnya. Meskipun demikian setiap orang mengangeaguk ini sal’

2.6 Kuasa
2.6.1 Definisi Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan ns@osang
memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lang, yeenerimanya, untuk
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan daltentuan Pasal 1792
KUHPerdatd®* Orang yang memberikan kekuasaan atau wewenangk untu
menyelesaikan urusan-urusan atas namanya. Yang kslicha dengan
“menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukanase perbuatan hukum
yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibltirh. Orang yang telah

diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa) melakgieghuatan hukum atas nama

*Hartono Soerjopratiknjdsukum Waris TestamenteEet Il, Yogyakarta Penerbit Seksi Notariat
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakdr@é&4, Him 3.

40|
Ibid.

41 Subekti,Op.cit, HIm 140.
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orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakawdahmewaliki si pemberi
kuasa, artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalak tanggungan si pemberi
kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul @arbuatan yang
dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orgagg memberi kuaga.
Bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membuat sype&tjanjian, maka si
pemberi kuasalah yang berhak menjadi pihak dalarjaman itu. Pemberian
kuasa menerbitkan perwakilan yaitu adanya seoramg ynewakili orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan d@mikaka ada perwakilan
yang dilahirkan oleh undang-undang dan ada peramkyang dilahirkan oleh
suatu perjanjiaf®
2.6.2 Cara Pemberian Kuasa
Cara pemberian kuasa menurut Pasal 1793 KUHP ardsipauti:
1. diberikan dan diterima melalui:
a) suatu akta umum
b) suatu tulisan dibawah tangan
C) sepucuk surat
d) secaralisan
2. dilakukan secara diam-diam yang disimpulkan dalaksana kuasa oleh
penerima kuasa
Berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata tersebut dagiatpdilkan bahwa
pemberian kuasa itu bebas dari suatu bentuk daa @armalitas), artinya
pemberian kuasa itu adalah suatu perjarfiansensuif*
2.6.3 Bentuk Pemberian Kuasa
Bentuk pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1795/@&KIHPerdata:
1. Pemberian kuasa secara khusus
Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kyssg dilakukan
antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, apemyherian kuasa itu
hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau dievifpemberi kuasa.

2. Pemberian kuasa secara umum

*bid, HIm 141
*3Handri RaharjoHukum Perjanjian di Indonesj#@ustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Him 114.
*Ibid, HIm 113.
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Pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yalagulklan oleh
pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinyaaigisatbstansi kuasanya
bersifat umum dan segala kepentingan diri pemhers#’

2.6.4 Jenis Pemberian Kuasa

Jenis pemberian kuasa berdasarkan sifatnya dibedalenjadi 2 (dua) pada

ketentuan Pasal 1794 KUHPerdata yaftu:

1. Pemberian kuasa yang terjadi dengan cuma-cumaniienerima kuasa
secara suka rela tanpa meminta imbalan menguruk&pantingan si
pemberi kuasa.

2. Pemerian kuasa yang terjadi dengan upah (harugjahpakn). Di sini
penerima kuasa meminta imbalan dalam hal mengumnusipentingan si
pemberi kuasa. Dalam hal pemberian upah dapatuidéetkdengan 2 (dua)
kemungkinan yaitu:

a) Upah ditentukan secara tegas dalam perjanjian n{ditan
jumlahnya dengan tegas dan jelas)

b) Upah tidak ditentukan secara tegas dalam perjgnjiaka si kuasa
tidak boleh meminta upah yang melebihi ketentuasaP411
KUHPerdata untuk seorang wali yaitu:

1) 3% dari segala penerimaan

2) 2% dari segala pengeluaran

3) 1,5% dari jumlah modal yang diterima
Namun seiring dengan perkembangan zaman, ketefasel 1794 KUHPerdata
sudah tidak berlaku lagi oleh suatu kebiasaan gghinkeadaan menjadi
sebaliknya, yaitu yang umum adalah memakai upahudiiedkalau sudah

disepakati bahwa kuasa itu diterima dan akan dij@a dengan cuma-curfia.

*Ibid, HIm 114.
“®bid, HIm 115.
“Ibid, HIm 116.
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2.7 Prestasi dan Wanpretasi
2.7.1 Definisi Prestasi
Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi olehtaeldalam setiap
perikatan®® Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikaBemtuk prestasi
menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata adalah :
1) Memberikan sesuatu
2) Berbuat sesuatu
3) Tidak berbuat sesuatu
Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, peringatanbpaan sesuatu
adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau seatla ldari debitur kepada
kreditur. Dalam melakukan suatu perbuatan, dehitlak bebas melakukannya
tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tegtulalam perjanjian artinya
debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam penilean bertanggung jawab
apabila terdapat perbuatan yang menyimpang danien perikataff. Prestasi
lainnya adalah tidak berbuat sesuatu, artinya debirsikap pasif karena telah
ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melukembuatan tertentu yang
seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telahangglar perikatan. Dengan
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pgiedeam arti memberikan
sesuatu adalah memberikan hak milik dari debitypakle kreditur. Pretasi dalam
arti berbuat sesuatu adalah tidak memberikan sdrakianilik dan perbuatannya
tidak termasuk memberikan sesuatu. Prestasi daténidak berbuat sesuatu
adalah lawan dakVanprestasatau ingkar janjr’
2.7.2 Definisi Wanprestasi
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yangjitikan, seperti
telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhikgwajiban oleh debitur
disebabkan dua kemungkinan alasan yaitu :
1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja dgsauhi kewajiban

maupun karena kelalaian.

* Wawan Muhwan HaririHukum PerikatanPustaka Setia, Bandung, 2011, Him 99.
* bid.
*%|bid, HIm 100.
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2) Karena keadaan memaks@vermacht, Force Majery artinya diluar
kemampuan debitur.

Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena:

1) Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan.

2) Debitur terlambat memenuhi perikatan.

3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia Myajnengganti kerugian
ataudisebut dengan ganti rugi. Selain menggantigi@n kreditur dapat pula
membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut textddyma akibat berikut:

1) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.

2) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, untuk menamtukeorang debitur
melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaaannggshnya yang dialami
oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukanainganji atau lalai tidak
memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang ddpatakan wanprestasi
adalah?®?

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atalurd

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat wayduatau terlambat.

> bid, HIm 103.
>2 |bid, HIm 104.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hubungan antara pendonor dengan Bank Mata Indonedas
Transplantasi kornea mata memiliki beberapa unsitu ysuatu surat
pernyataan yang dibuat secara baku, surat permyataag diisi dan
setujui oleh pendonor, Pendonor melakukan Trantgdarkornea mata
berdasarkan pada keihklasan dan kesukarelaan, dalmat pernyataan
hanya pendonor saja yang melakukan pemenuhan kawagan pihak
lainnya menerima atas pemenuhan kewajiban itu gghindari unsur ini,
hubungan antara pendonor dengan Bank mata Indondsjaat
dikualifikasikan hubungan hukum sepihak.

2. Pelimpahan kuasa yang tertera pada surat pernydidak dapat
dilaksanakan ketika pendonor telah dinyatakan nggailh karena
bertentangan dengan syarat ketentuan berakhirnggakuMaka kuasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1792 BW tidakt dipesukkan
kedalam konsep surat pernyataan pendonor, melaisleat pernyataan
dapat dikualifikasikan sebagai konsep wasiat karadanya kehendak
pendonor setelah meninggal, melihat kepada konsdp dtas tubuh
Ownership maupun Possesion, konsep hak atas tubuh haruslah
dikembalikan dalam pemahaman yang berlandaskan padanilai
kemanusiaan. Hak atas tubuh dalam konsep kemanusia@aekankan
keberadaan manusia sebagai satu individu yang megrapuilai moril,
etika dan kesusilaan yang menghargai dirinya sebaigkhluk yang
diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Pihak keluarga pendonor dalam surat pernyataanahargngetahui. Dalam
hal ini mengetahui tidak dapat dikatakan sebagaatusupersetujuan
dikarenakan surat pernyataan merupakan hubunganakelpanya ada satu
pihak saja yang melakukan prestasi dan pihak laifmnya menerima atas
pemenuhan prestasi tersebut. Sehingga yang hanygikatedirinya adalah
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pihak pendonor saja karena hubungan hukum bers#gi ©leh karena itu
pihak keluarga pendonor bukan para pihak dalam sptantasi kornea
mata. ketika pada saat meninggalnya pendonor, lappliiak keluarga
pendonor secara sepihak menyatakan tidak sepaKakukiknnya
Transplantasi kornea mata maka pihak keluarga tugbat dikatakan
wanprestasi.

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah, segera membuat peraturamdagrg-rundangan
secara khusus tentang perlindungan atas hak daajikew pendonor.

2. Hendaknya Pemerintah, segera membuat dan membUdefalperaturan
perundang-undangan secara khusus dan spesifilsetiap kewenangan,
kewajiban dan hak Bank Mata Indonesia.

3. Hendaknya Pemerintah, untuk membuat peraturan gengaundangan
tentang syarat ketentuan yang dapat merrasfipien(penerima organ
donor).

4. Hendaknya Bank Mata Indonesia merubah surat pexagayang dibuat
secara baku kedalam bentuk perjanjian yang dapagike para pihak
selain pendonor yaitu pihak keluarga sebagai ahlisndan Bank Mata

Indonesia.
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PERKUMPULAN PENYANTUN MATA TUNANETRA INDONESIA

PPMTI / BANK MATA INDONESIA

CABANG UTAMA DKI JAKARTA

RS. Mata Prof. DR.Isak Salim ™ AINI * JI. H. R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta 12920
® 5206659 - 5256228 HP 0816955120-email:fatmaasyari@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
Nomor:lllllll/||J/||I||
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ANEEEEEEEEEREEEEREEEEEER
Tempatiahir ¢ [ | [ [ [ T [ [ [ ]
Toltanirwsi) : | | /LT LT T ] L1 |tahun

Kelamin : DPria / DWaniia

Agama AT T [ TN | MdV |

Alamat SRR EEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Kota-kodepos : [ | | [ [ [ [ [ [ [ [ [T J-0L1T P T7]]

No. Telepon :[—l I | |-| | | I | I I I | ll

HP SEEEEEEEENEEEEEE

Pekerjaan ||]l||||l||||||‘

Organisasi ['I'II"IIIII]II

Email (T T T T T T TT I T PPl

Menyatakan dengan tulus, bahwa apabila saya telah meninggal dunia, maka saya menginginkan :

1, Agar mata saya diambil untuk kemudian dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan.

2. Memberi kuasa kepada Pengurus Bank Mata Indonesia Cabang Utama DKI Jakarta untuk
melaksanakan pengambilan dan pencangkokkan tersebut diatas, sesudah saya dinyatakan
meninggal dunia oleh Dokter.

3. Kepada ahli waris supaya merelakan dan membantu petugas Bank Mata agar proses
enucleasi mata saya dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi sesuai dengan niat -
wasiat saya.

Pernyataan ini dibuat dengan sukarela tanpa adanya paksaan, demi perikemanusiaan.

, 20......
Mengetahui, Yang membuat pernyataan,
( ) ( )
Suami / Istri / Ahli Waris
Nama: [ [ [ T[T T T T T T TP TTTTETTTT]
Alamat :
Mengetahui,
BANK MATA INDONESIA
CABANG UTAMA DKI JAKARTA
( ) Mohon lampirkan 3 lembar pas foto ukuran (3x4)

Form Surat pernyt / KO / My Document
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